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ABSTRAK 

Afthon Ilman Mubarok, Agung Parmono, SE.,M.Si, 2017: Analisis Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016  

Setelah satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah berlangsung setelah era 
reformasi di Indonesia, masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menjadi 
daerah yang unggul satu sama lain,, ada yang berhasil dan ada pula yang tidak. 
Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam 
mengelola keuangannya secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan 
daerah tersebut dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi yang tercakup dalam 
APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan daerah.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa 
Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi 
daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan? . Bagaimana kinerja keuangan 
Pemerintah Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari 
pandangan Islam?  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah 
Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diukur dengan 
menggunakan rasio keuangan. Dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari 
pandangan Islam.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso. 
Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan rumus: Rasio Kemandirian 
Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, 
Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten 
Bondowoso terlihat dari rasio kemadirian yang masih sangat rendah dan dalam 
kategori pola hubungan instruktif karena rerata rasio 11,88%. (2) Rasio efektivitas 
PAD dapat dikategorikan efektif, karena rata-rata efektivitasnya adalah 108,08% 
(3) rasio efisiensi keuangan daerah termasuk efisien karena rata-rata rasio ini 
adalah sebesar 99,50%, (4) Rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah 
Bondowoso mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja untuk belanja 
operasional daerah, yaitu rata-rata 61,54% dibandingkan dengan rata-rata belanja 
modal sebesar 20,45%, (5) Rasio Pertumbuhan pendapatan menunjukkan 
perkembangan yang fluktuatif.  

 
Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah 
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ABSTRACT 
 

Afthon Ilman Mubarok, Agung Parmono, SE., M.Si, 2017: Financial 
Performance Analysis in Implementation of Regional Autonomy in Bondowoso 
year 2012 - 2016. 
 

After a decade of regional autonomy implementation took place after the 
reform era in Indonesia, each region competed to be a superior, some are 
successful and some are not. The success of regional autonomy can not be 
separated from the performance of Regional Government in managing their 
finances in an orderly manner, obeying the rules of law, efficient, economical, 
effective, transparent and responsible. Regional financial management is 
implemented in an integrated system embodied in APBD which is annually set by 
local regulations 

Based on that background, it can be formulated that How is the financial 
performance of Bondowoso Government in the implementation of regional 
autonomy which is measured using financial ratios ?. How is the financial 
performance of Bondowoso Government in the implementation of regional 
autonomy in Islam view? 

This study aims to admit the financial performance of local government in 
the implementation of regional autonomy Bondowoso which is measured using 
financial ratios. And knowing the financial performance of Local Government 
Bondowoso in the implementation of regional autonomy in Islam view. 

This research is a qualitative descriptive research conducted at the Regional 
Financial and Asset Management Board of Bondowoso. Data collection using 
documentation and interview method. Data analysis techniques used descriptive 
qualitative with the formula: Ratio of Regional Financial Independence, PAD 
Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Ratio of Harmony, 
Growth Ratio. 

The result of analysis shows that the financial performance of local 
government of Bondowoso Regency is seen from the independence ratio is still 
very low and in the category of Instructive relationship because the average ratio 
is 11.88%. (2) The effectiveness ratio of PAD can be categorized as effective, 
because the average of its effectiveness is 108,08% (3) efficiency ratio of finance 
region is efficient because the average of this ratio is 99,50%, (4) Ratio of 
compatibility can be said that Bondowoso Government allocates most of its 
expenditure budget for regional operational expenditures, which is an average of 
61.54% compared to the average capital expenditure of 20.45%, (5) Ratio The 
revenue growth shows a fluctuating trend. 

 
 

Keywords: Financial Performance of Regional Government, Regional Autonomy 
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 الملخص

تحليل الأداء المالي في تنفيذ مستقلّ  :٢٠١٧   SE, M.Si ,افطن علمان مبارك، أغونغ بارمونو،

  .٢٠١٢- ٢٠١٦ميدان في مدينة البندوصو للسنة 

. كل ينافس ميدان ليتكون .بعد عشر سنة تطبيق مستقل الميدان بعد زمن الإصلاح في إندونيسي

النجه مستكل ميدان لتحكق الحكومة الإقليميـة في إدارة  . ولكن كان ميدان فاشل.كان نجاح 

مواردها المالية بطريقة منظمة، والامتثال لقواعد القانون، والكفاءة والاقتصاد والفعالية والشفافية 

امل يتجسد في برنامج تنمية الموارد البشرية وتنفذ الإدارة المالية الإقليمية في نظام متك. والمسؤولية

 الذي تحدده اللوائح المحلية سنويا

واستنادا إلى هذه الخلفية، يمكن صياغته ما هو الأداء المالي للحكم المحلي في ريجنسي بوندووسـو  

في تنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي الذي يقاس باستخدام النسب المالية؟ ، كيف يـتم الأداء المـالي   

 حكومة الإقليمية في بوندوفوسو ريجنسي في تنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي من حيث الإسلام؟لل

ودف هذه الدراسة إلى تحديد الأداء المالي للحكومة المحلية في تنفيذ الحكـم الـذاتي الإقليمـي    

 ـ. بوندوفوسو الذي يقاس باستخدام النسب المالية م ومعرفة الأداء المالي لحكومة بوندوسو الحك

 .المحلي في تنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي من حيث الإسلام

هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي التي أجريت في الس الإقليمي لإدارة الأصـول الماليـة   

واسـتخدمت  . جمع البيانات باستخدام الوثائق وطريقة المقابلة. من ريجنسي بوندووسو) بكاد(

نسبة الاستقلالية المالية الإقليمية، ونسبة فعالية : وصفية مع الصيغةتقنيات تحليل البيانات النوعية ال

 .البرنامج، ونسبة الكفاءة المالية الإقليمية، ونسبة الانسجام، ونسبة النمو

وتبين نتيجة التحليل أن الأداء المالي للحكومة المحلية في بوندووسو ريجنسي ينظر إليه مـن نسـبة   

) ٢. (٪١١.٨٨نسبة وفي فئة نمط العلاقة التعليمية لأن متوسط  الاستقلال لا يزال منخفضا جدا

٪ ١٠٨،٠٨فعاليته هو يمكن تصنيف نسبة فعالية برنامج تقييم الأداء على أنه فعال، لأن متوسط 

ويمكن القـول  ) ٤(٪، ٩٩،٥٠هذه النسبة هو نسبة كفاءة المنطقة المالية فعالة لأن متوسط ) ٣(

حكومة مقاطعة بوندووسو معظم نفقاا للنفقات التشغيلية الإقليميـة،   نسبة التوافق أن وتخصص

). ٥(في المائة  ٢٠.٤٥الإنفاق الرأسمالي البالغ مقارنة بمتوسط في المائة في المتوسط  ٦١.٥٤وهي 

 .ويظهر نمو الإيرادات اتجاها متقلبا
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda) 

menurut Halim adalah ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri 

yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan 

kemandirian (desentralisasi). Kondisi diluar negeri juga menunjukkan semakin 

maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termasuk daya 

saing Pemerintahan Daerahnya.1 Selanjutnya peningkatan kemandirian 

Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi 

daerah. 

Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang nomor 

22 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 juncto 

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sudah mulai 

efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah 

yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar 

berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah 

                                                             
1 Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 

2004), 2 
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 pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika 

kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi 

mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan 

untuk mempercepat pembangunan di daerah. 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang 

pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efisien, efektif, transparan 

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan2. 

Islam mengarahkan untuk tertib administrasi dalam semua transaksi, terlebih 

lagi yang merupakan future delivery harus ditulis secara apik dan detail seperti 

yang difirmakan Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 

berikut:3 

                         

                        

                         

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
dan hendaklah seorang penulis di antarakamu menuliskannya dengan benar. 
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimla’kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya”  (Q.S Al-Baqarah: 282) 

                                                             
2 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 
3 Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka 

Agung Harapan)   
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Setelah satu dasawarsa lebih implementsi otonomi daerah berlangsung di 

Indonesia, setiap daerah berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang unggul 

satu sama lain, ada yang mendapat apresiasi oleh masyarakat tetapi ada juga 

ada yang tidak, ada yang berinovasi dan berkreatifitas tinggi tetapi juga ada 

yang terjebak dalam praktek kolusi dan korupsi. Setelah sepuluh tahun 

otonomi daerah berjalan, tentunya sudah harus ada penilaian dan evaluasi 

pelaksanaan otonomi daerah pada tiap-tiap kabupaten. Penilian pelaksanaan 

otonomi daerah tersebut diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada 

demi mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu metode yang dikemukakan oleh Halim bahwa ciri utama suatu 

daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu (1) kemampuan 

keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan 

untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus 

seminimal mungkin, pemerintah daerah harus mandiri dalam pengelolaan 

keuangannya, hal ini diharapkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah 

daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun 

sejak otonomi daerah diberlakukan di Indonesia, saat ini kemampuan 
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pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari 

pemerintah pusat.4 

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu 

ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam 

menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa 

rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban 

Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.5  

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan 

daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana 

uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan 

bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan 

ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan 

output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus 

mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis 

berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan 

kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.6  

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah 

dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan 

                                                             
4 Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 

2004), 167 
5 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 212 
6 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi, 2012), 230 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

5 
 

berbagai rasio keuangan, diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, 

rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio Keserasian, dan 

rasio pertumbuhan.7   

Kabupaten Bondowoso adalah satu dari beberapa kabupaten yang ada 

di Provinsi Jawa Timur dimana fenomenanya adalah memiliki begitu besar 

potensi sumber daya yang tersedia, khususnya untuk pertanian dan 

perkebunan. Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh 

pemerintahan pusat, Kabupaten Bondowoso memikul suatu tugas untuk 

memberikan suatu inovasi didalam sistem pemerintahan kearah yang lebih 

baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan 

kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada 

pemerintahan pusat bahkan masyarakat kabupaten itu sendiri. Ini dapat 

dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada tahun  

2010 mencapai 4,54 % dan meningkat pada tahun 2012 yaitu 6,09 % dan 

kembali turun 5,08 % di Tahun 2014. Kabupaten Bondowoso sendiri masih 

masuk dalam kategori kabupaten tertinggal di Jawa Timur jika dilihat angka 

kemiskinan di Kabupaten ini masih cukup tinggi yaitu mencapai 14,55 % atau 

110.420 jiwa. 

Perubahan tersebut menuntut pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk 

dapat menerapkan pemerintah yang berorientasi kepada adanya budaya dan 

etos kerja yang tinggi dan pencapaian hasil serta pertanggungjawaban menuju 

Good Governance, dengan demikian akan terwujud Pemerintahan yang baik, 

                                                             
7 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 230 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

6 
 

bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari pengaruh Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Maka berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bondowoso yang berkenan 

dengan analisa kinerja keuangan pemerintahan daerah setempat yang tertuang 

didalam skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2012 - 2016” 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini 

penulis merumuskan yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam 

pelaksanaan otonomi daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan?  

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam 

pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari sudut Islam? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten 

dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.8 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
8Nur Solikin, Pedoman Penulisan Karyawan Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 37. 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diukur 

menggunakan rasio keuangan.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari 

sudut Islam 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dari penilitian skripsi dapat 

berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan 

bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.9 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

sumbangan pemikiran guna memperluas ilmu pengetahuan kita yakni ilmu 

ekonomi tentang kinerja keuangan daerah Kabupaten Bondowoso dalam 

menilai pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Bondowoso. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

 

                                                             
9Ibid, 38. 
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a. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di 

dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam 

perbaikan kinerja keuangan pemerintahan daerah dimasa yang akan 

datang. 

b. Bagi Peneliti 

Salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan 

memperdalam bidang yang diteliti. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang ilmu 

akuntansi pada umumnya dan ilmu akuntansi pemerintahan pada 

khususnya. 

E. DEFINISI ISTILAH  

1. Kinerja Keuangan 

Pengertian kinerja ada bermacam-macam, ada yang mengatakan 

prestasi kerja atau pelaksanaan, pada prinsipnya kinerja dapat disimpulkan 

sebagai kontribusi yang diberikan oleh suatu unit bagi pencapaian tujuan 

organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksaanaan keuangan secara baik dan 

benar.10 

                                                             
10 Fahmi Irham, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2010), 142 
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Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari 

suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan 

realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang 

ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan 

selama periode anggaran. 

2. Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.11 

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam 

bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan 

perundang-undangan.  

3. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah secara umum diartikan sebagai pemberi 

kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan 

                                                             
11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
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otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada buku pedoman penulisan 

karya tulis ilmiah IAIN Jember Tahun 2016 dengan tujuan agar penulisan ini 

dapat sistematis sesuai dengan persyaratan penulisan skripsi yang ditetapkan 

dengan baik. 

a. Bagian awal 

Terdiri dari: judul penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar. 

b. Bagian Inti 

BAB I  : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

istilah, sistematika pembahasan. 

BAB II  : Kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu, dan 

kajian teori. 

BAB III : Metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-

tahap penelitian. 
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BAB IV : Penyajian data dan analaisis yang berisi gambaran obyek 

penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan. 

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

c. Bagian Akhir 

Terdiri dari daftar pustaka, penyajian keaslian tulisan, lampiran-

lampiran yang berisi matrik penelitian, formulir pengumpulan data, foto, 

gambar/denah, surat keterangan izin penelitian, biodata penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan barbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 

belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat 

dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak 

dilakukan.1 

Penelitian yang dilakukan oleh  Anggi Meliantha Cahya dengan judul 

penelitian “Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya)”. Tujuan dari 

penilitan ini adalah untuk mengetahui rasio efektivitas keuangan pada Kantor 

Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dan mengetahui kinerja pemerintah daerah 

pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya. Kesimpulan peneilitan yang 

dilakukan oleh Anggi Meliantia Cahya ini bahwa Rasio efektivitas keuangan 

pada Kabupaten Tasikmalaya sudah efektif pada periode tahun 2005-2008 

rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal 

ini ditunjukkan karena setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang 

ingin dicapai selalu terealisasikan sesuai dengan yang telah ditargetkan 

                                                             
1Nur Solikin, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2015), 39. 
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bahkan untuk setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima 

lebih dari target yang ditetapkan. Sedangkan Kinerja pemerintah daerah 

Kabupaten Tasikmalaya sudah baik. Hal ini dikarenakan Bappeda Kabupaten 

Tasikmalaya mampu memperhatikan beberapa poin penting untuk kinerja 

pemerintah daerah yang baik yaitu dilihat dari indikator masukan (Input), 

indikator proses (Process), indikator keluaran (Output), indikator hasil 

(Outcomes), indikator manfaat (Benefit), dan indikator dampak (Impact). 

Poin penting tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh Bappeda Kabupaten 

Tasikmalaya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dengan judul 

“Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ditinjau 

dariRasio APBD. Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode Time Series 

yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, dan 

RasioPertumbuhan. Metode Cross Section terdiri dari beberapa rasio seperti: 

Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage Ratio. 

Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan 

APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari 

Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik 

apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas 

dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan 

tugasnya secara efektif dan efisen karena masih banyak rasio-rasio yang 
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menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar 

dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011) dengan judul “Analisis 

Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi 

Pendapatan Asli Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng, gambaran efisiensi 

PAD Pemkab Soppeng selama tahun 2003-2010, dan kinerja keuangan 

daerah Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi 

penggunaan PAD. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Kinerja 

keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti 

baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio 

efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2003-2010. Kemudian efisiensi 

PAD Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti efisien. Secara 

parsial, rasio kemandirian Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap 

efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio 

efektifitas Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi 

PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio 

pertumbuhan Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap 

efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara simultan, 

rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh 

signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lazyra KS (2016) yang berjudul 

“Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuanagan 
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Pemerintah Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan 

menggunakan rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan kinerja 

pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah 

mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya 

pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan. Rasio kemandirian yang 

masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang 

mampunya dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih 

dibawah standar, untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi 

dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target 

Penelitian yang dilakukan oleh Bahrun Assidiqi (2014) dengan judul 

“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Klaten tahun 2008-2012. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Bahrun Assidiqi ini menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 

2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan 

pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah 

secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum 

terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal. 
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Penilitian yang dilakukan oleh Risky Fidiyanti (2011) dengan judul 

penelitian “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan dengan Pendekatan 

(Ekonomic Value Added) EVA Pada PT. Sumber Batu Gowa di Makasar”.  

Tujuan dari penitian ini adalh untuk melihat penilaian kinerka keuangan PT. 

Sumber Batu Gowa. Kesimpulan dari penilitian ini adalah hasil nilai kinerja 

keuangan perusaahaan menunjukkan bahwa nilai kinerja perusahaan pada 

tahun 2006 s/d tahun 2007 meningkat, tahun 2008 s/d tahun 2010 menurun, 

hal ini disebabkan karena adanya penurunan (Return On Invesment Capital) 

ROIC dalam 4 tahun terakhir. Dari hasil analisis EVA, terjadi hasil yang 

positif berarti perusahaan dapat meningkatkan niali tambah ekonomi dari 

setiap jasa kontraktor, namun dalam tahun 2010 nampak bahwa EVA yang 

dicapai oleh perusahaan belum dapat memberikan niali tambah ekonomi. 
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Tabel 2.1 Daftar Hasil Penelitian Terdahulu 

NO Judul Penelitian/Peneliti 
Variabel 

Penelitian 
Alat Analisis 

Persamaan Dengan 

Peneliti 

Perbedaan Dengan 

Peneliti 

1 “Analisis Rasio Efektivitas 

Keuangan Pengaruhnya 

terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah (Studi 

Kasus Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Tasikmalaya)”.  

(Anggi, 2010) 

Rasio Efektivitas, 

Kinerja 

Pemerintah Daerah  

Kuantitatif, 

Regresi Linier 

Sederhana 

1. Objek Penelitian 

2. Rasio Efekivitas 

1. Alat analisis Kuantitatif 

dengan regresi linier 

2. Sumber data Primer 

3. Tidak Mnggunakan 

Rasio Efisiensi, DSCR, 

Rasio Kemadirian dan 

Rasio Pertumbuhan 

2 “Pengukuran Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi pada 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Blitar)”. 

(Fitriya : 2007) 

Rasio 

Kemandirian, 

Rasio Keserasian, 

RasioPertumbuhan

. Rasio Efektivitas 

dan Efisiensi PAD, 

Kualititif 

Deskriptif 

1. Objek Penelitian 

2. Metode analisis 

kualitatif 

3. Variabel 

penelitian 

1.Menggunkan rasio 

efektivitas 

2. Tidak fokus pada 

penilaian otonomi daerah 

1
7
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Rasio Debt Service 

Coverage Ratio. 

3 “AnalisisKinerja Keuangan 

Daerah Pemerintah 

Kabupaten Soppeng 

terhadap Efisiensi 

Pendapatan Asli Daerah” 

(Jusmawati : 2011) 

Rasio 

Pertumbuhan, 

rasio efisiensi, 

rasio efektivitas, 

rasio keserasian, 

rasio kemandirian 

Kualitatif 

deskriptif 

1. Objek Penelitian 

2. Jenis penelitian 

 

1. Tidak menggunakan 

tolak ukur otonomi 

daerah 

 

 

4  “Analisis Rasio Keuangan 

Daerah dalam Menilai 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kota Medan”. 

(Lazyra KS : 2016) 

Rasio Pertu 

mbuhan, Rasio 

Efisiensi,  Indeks 

Kemampuan 

Keuangan Daerah, 

Rasio 

Desentralisasi, 

Rasio 

Ketergantungan 

Pendapatan, Rasio  

Kontribusi BUMD, 

Kualitatif 

Deskriptif 

1. Objek Penelitian 

2. Adanya tolak 

ukur otonomi 

Daerah 

1. Penelitian lebih luas 

dengan tambahan Indeks 

Kemampuan Keuangan 

Daerah, Rasio 

Ketergantungan 

Pendapatan, Rasio 

Kontribusi BUMD, 

Rasio Belanja Rutin,  

Rasio Belanja 

Pembangunan.  

1
8
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Rasio Belanja Rutin 

dan Rasio Belanja 

Pembangunan. 

5 “Analisis Kinerja Keuangan 

Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Klaten Tahun 

2008-2012”.  

(Bahrun : 2014)  

Rasio Efektivitas 

Rasio Efisiensi  

Rasio Keserasian 

Rasio Pertumbuhan 

Rasio Kemandirian 

Kualitatif 

deskriptif 

1. Objek Penelitian 

2. Metode penelitian 

 

1.Tidak menggunakan 

otonomi daerah sebagai 

tolak ukur keberhasilan  

2.Pembahasan tidak 

melihat kinerja 

keuangan dalam 

perspektif Islam 

6 “Analisis Penilaian Kinerja 

Keuangan dengan 

Pendekatan (Ekonomic 

Value Added) EVA Pada PT. 

Sumber Batu Gowa di 

Makasar”. (Rizky : 2011) 

Ekonomic Value 

Added 

Analisis 

Deskriptif 

-  1. Objek Penelitian pada 

Perusahaan 

2. Metode penelitian 

3. Alat analisis 

menggunakan 

pendekatan EVA 

Sumber: Data diolah

1
9
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B. Kajian Teori 

1. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2 

Inti dari konsep pelaksanaa otonomi daerah adalah upaya 

memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari 

kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. 

Dengan demikian, tujuan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata 

dengan penerapan otonomi daerah yang luas dan kelangsungan pelayanan 

umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara 

nasional. 3 

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah 

adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di 

Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan 

otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, 

serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. 

Hal-hal dasar dalam Undang-Undang ini adalah kuatnya upaya untuk 

mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan 

kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan 

                                                             
2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 
3 Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001), 2 
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peran dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara utuh kepada 

daerah kabupaten dan Kabupaten untuk membentuk dan melaksanakan 

kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat 

sekarang daerah sudah diberi wewenang yang utuh dan bulat untuk 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.   

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut 

daerah itu adalah sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan 

urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada 

daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Secara teoritis, 

desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, 

yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan 

kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan 

hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan 

memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing 

daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melelaui 

pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah 

yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.4 

Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah 

tangga yang telah diserahkan itu, maka daerah tersebut harus memiliki  

bermacam-macam kemampuan. Kemampuan yang perlu dimiliki antara 

lain adalah kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan 

                                                             
4 Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta: ANDI, 2002), 6. 
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ekonomi dan sebagainya. Sehingga, kemampuan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat 

di daerah tersebut. 

Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki 

kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu 

ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang 

perlu dipahami, yaitu:5 

a) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah 

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di 

daerah. 

c) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah 

dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, 

sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban 

melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya 

kepada yang menugaskan. 

d) Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem 

pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang 

mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, 

                                                             
5 Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Erlangga, 2006), 33. 
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demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, 

kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan 

pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan 

tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya. 

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk 

memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif 

masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara 

optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab 

sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban 

pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan 

peluang untuk koordinasi tingkat lokal. 

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada 

faktor-faktor perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar 

menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya 

sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan 

pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian  otonomi yang 

diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air. 

Uraian di atas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian 

tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah 

yang menyangkut ketersediaan sumbr daya atau potensi daerah, terutama 
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adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi 

sebagai motor penggerakk jalannya pemerintahan daerah. 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara 

hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran 

daerah.  Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang 

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang 

yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.6  

Dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana 

pekerjaan keuangan (financial work plan) yang dibuat untuk suatu jangka 

waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada 

badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan 

rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar 

                                                             
6 Pasal 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
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(grondslag) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua 

penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.7  

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif 

perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan 

anggaran daerah adalah sebagai berikut:8 

1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan 

publik (public oriented). hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi 

pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat 

pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. 

2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya 

dan anggaran daerah pada khususnya. 

3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para 

partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, 

KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya. 

4) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan 

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, 

value for money, transparansi dan akuntabilitas. 

5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS 

Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya. 

6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan 

anggaran multi-tahunan. 

                                                             
7 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 87 
8Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: ANDI, 2002), 9 
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7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih 

professional. 

8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, 

dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating 

kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik. 

9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, 

peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan 

profesionalisme aparat pemerintah daerah. 

10)  Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk 

menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan 

profesionalisme aparat pemerintah daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah memiliki karakteristik berdasarkan 

peraturan manajemen keungan daerah antara lain:9 

a. Pengertian daerah adalah propinsi dan kabupaten. Istilah Pemerintah 

Daerah Tingkat I dan II, juga Kabupaten madya tidak lagi digunakan. 

b. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat 

lainnya. Pemerintah ini adalah badan eksekutif, sedangkan badan 

legislatif di daerah adalah DPRD (pasal 14 UU No.22 Tahun 1999). 

Oleh karena itu, terdapat pemisahan yangnyata antara legislatif dan 

eksekutif. 

                                                             
9 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah  (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 2 
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c. Perhitungan APBD menjadi satu laporan dengan pertanggungjawaban 

Kepala Daerah (pasal 5 PP Nomor 108 Tahun 2000).Bentuk Laporan 

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas : 

1) Laporan Perhitungan APBD 

2) Nota Perhitungan APBD 

3) Laporan Aliran Kas 

4) Neraca Daerah dilengkapi dengan penilaian berdasarkan tolak ukur 

Renstra (pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000) 

d. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang 

menunjukkan hak Pemda) tetapi masuk dalam pos penerimaan (yang 

belum tentu menjadi hak Pemda) 

e. Masyarakat termasuk didalam unsur-unsur penyusunan APBD 

disamping pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan 

DPRD. 

f. Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup : 

a) Perbandingan antara anggaran dan realisasinya. 

b) Perbandingan antara standar biaya dan realisasinya. 

c) Target dan persentase fisik proyek, tetapi juga meliputi standar 

pelayanan yang diharapkan. 

g. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran 

yang bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan 

mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah 

apabila dua kali ditolak oleh DPRD. 
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h. Digunakan akuntansi didalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber-

sumber pendapatan/penerimaan daerah menurut UU nomor 32 Tahun 

2004 : 

1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah : 

a) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai 

dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

b) Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan 

atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja. 

2) Sumber Pendapatan Daerah : 

a) Pendapatan asli daerah, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Iain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

b) Dana perimbangan. 

c) Pinjaman daerah. 

d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

3) Persentase Dana Perimbangan : 

a) Dana Perimbangan : 

1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan 

(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam. 

2) Dana alokasi khusus. 

3) Dana alokasi umum. 
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b) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan 

sektor pedesaan, perKabupatenan, dan perkebunan serta bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan, diterima langsung oleh 

daerah penghasil. 

c) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan 

sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari 

sumber daya alam, diterima oleh daerah penghasil dan daerah 

lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

d) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dengan 

pembagian imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% 

untuk daerah. 

e) Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah 

danbangunan dibagi dengan perimbangan 20% untuk 

pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. 

f) 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 20% 

penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang 

menjadi bagian dari pemerintahan pusat dibagikan kepada 

seluruh kabupaten dan Kabupaten. 

g) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, 

sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi 

dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% 

untuk pemerintah daerah. 
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h) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor 

pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari 

wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan perimbangan 

sebagai berikut : 

1) Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi yang 

berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan 

perimbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk 

pemerintah daerah. 

2) Penerimaan negara dari pertambangan gas alam yang 

berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan 

perimbangan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk 

pemerintah daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (saat ini diganti 

dengan PP Nomor 58 Tahun 2005) dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 

2002 yang telah diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (saat 

ini telah diperbarui lagi dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007) 

memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Perubahan yang terjadi cukup besar, namun tetap dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan semangat reformasi, tidak radikal dan 

revolusioner. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang 

meliputi perubahan dalam pendekatan system akuntansi dan prosedur 
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pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi 

otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian internal, laporan dan 

pengawasan.  

3. Kinerja Keuangan Daerah 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian 

dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi 

penerimaan dan belanja daerah dengan menggunkan indikator keuangan 

yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa 

rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.10 

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah 

satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah 

dalam menjalankan otonomi daerah.11 Salah satu metode untuk mengukur 

kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio keuangan. Analisis rasio 

keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang 

dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain 

itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan 

pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang 

terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana 

                                                             
10 Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah  (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 

2004), 24. 
11 Ibid, 30 
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posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah 

lainnya.  

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah 

satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. 

Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: rasio kemandirian keuangan 

daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio 

keserasian, rasio pertumbuhan. 

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) 

menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai 

sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatan yang diperlukan daerah.  Rumus Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 

 

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi 

rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan 

daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat 

dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio 

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, 

Rasio kemandirian =
Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer
x100% 
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semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli 

daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi 

daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

semakin tinggi. 

 

Tabel 2.2 

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah 

Kemanpuan 

Keuangan 
Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0 % - 25 % Instruktif 

Rendah 25 % - 50 % Konsultatif 

Sedang 50% - 75 % Partisipatif 

Tinggi 75 % - 100% Delegatif 

Sumber: Moh. Mahsun (2012:182) 

 

a. Pola hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan 

daripada kemandirian pemerintah daerah. (daerah yang tidak 

mampu melaksanakan otonomi daerah). 

b. Pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah 

pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih 

mampu, melaksanakan otonomi. 

c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin 

berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat 

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan 

otonomi. 
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d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah 

tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri 

dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 

2) Rasio Efektivitas PAD 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, 

kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin baik.: 

 

 

Tabel 2.3 

Kriteria Efektivitas PAD 

Presentase Kriteria 

Di atas 100% Efektif 

100% Efektivitas Berimbang 

Di bawah 100 Tidak Efektif 

Sumber: Mohammad Mahsun (2012:187) 

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja 

Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan 

pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang 

Rasio Efektivitas PAD =  
Realisasi PAD

Anggaran PAD
 x 100% 
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dari atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan 

daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik dan 

efisien. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat 

berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh 

pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah 

kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal 

itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil 

merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target 

yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila 

ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target 

penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi 

pendapatan yang diterimanya. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung rasio ini adalah: 

 

Adapun nilai efisiensi suatu anggaran, perbandingannya diukur 

dengan kriteria penilaian kinerja keuangan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio E�isiensi =  
Realisasi Belanja Daerah 

Realisasi Pendapatan Daerah
 x 100% 
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Tabel 2.4 

Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi 

Presentase Kinerja Kuangan Kriteria 

Diatas 100% 

100% 

Kurang dari 100 % 

Tidak Efisien 

Efisien Berimbang 

Efisien 

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187) 

4) Rasio Keserasian 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan 

belanja pembangunan secara optimal. Menurut Halim semakin tinggi 

persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti 

persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan 

untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat 

cenderung semakin kecil. Semakin tinggi presentase dana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi 

(belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 

perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: rasio belanja operasi 

dan rasio belanja modal 

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total 

belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini 

menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja 

daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi 
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merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu 

tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal 

tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumya proporsi Belanja 

Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. 

Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung 

memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan 

pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja 

operasi dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio 

ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang 

dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun 

anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka 

menegah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi 

belanja modal degan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio 

belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

5) Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

Rasio Belanja Modal =  
Total Belanja Modal

Total Belanja Daerah
 x 100% 

Rasio Belanja Operasi =  
Total Belanja Operasi

Total Belanja Daerah
 x 100% 
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keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode 

berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. 

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut: 

 

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-

potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim 

untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai total pendapatan 

daerah, PAD dan Belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya 

belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa 

daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan 

meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode 

berikutnya. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Islam 

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran 

adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau negara  

merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah Swt. Saat 

membelanjakan uang masyarakat, maka harus diprioritaskan kepada hal-

hal yang penting. Dalam pandangannya, pembelanjaan utama antara 

lain:12 

 

                                                             
12Habib Rahman, “Pengelolaan Keuangan Pemerintah dalam Islam” 

Http://rahman8194.blogspot.com/2014/01/kebijakan-pengeluaran-instrumen-non 309.html (28 
Maret 2017 13.52 WIB) 

r =  
Pendapatan Tahun t − Pendapatan Tahun (t − 1)

Pendapatan Tahun (t − 1)
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1. Kaum miskin dan yang membutuhkan 

2. Pemeliharaan tentara untuk jihad pertahanan. 

3. Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal. 

4. Pensiun dan gaji pegawai. 

5. Pendidikan 

6. Infrastruktur. 

7. Kesejahteraan umum 

Nurul Huda mengutip penyataan Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj 

mengelompokkan pengeluaran daerah sebagai berikut:13 

1. Belanja Pegawai 

Pelayanan publik dalam Islam harus ditanggung oleh daerah 

bukan hanya mencangkup sektor paji pegawai, namun keseluruhan 

masyarakat berhak mendapatkan seperti pendidikan, kesehatan, 

keadilan, air minum, penerangan, dan lain sebagainya. Dan alokasi 

anggaran berasal dari penerimaan daerah, baik zakat ataupun 

penerimaan lainnya. Dan daerah juga wajib menggaji pegawai yang 

telah melakukan tugas pelayanan publik dengan gaji yang sesuai 

kelasnya. 

2. Pertahanan Militer 

Fasilitas pertahanan militer yang terdiri dari kaum muslimin 

secara keseluruhan pada masa Rasulullah tidak disediakan, yang 

diberikan untuk sektor ini hanya berasal dari 4/5 rampasan perang 

                                                             
13 Nurul Huda & Ahmad Muti. Keungan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj (Bogor: Ghalia 

Indonesia,  2011), 123. 
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yang tentara dapatkan dan dari pajak pertanian. Fasilitas militer yang 

lebih banyak dimualu pada masa Khalifah Abu Bakar, ia membagi 

rata kepada seluruh kaum muslimin. Pada masa Umar, pembagian 

tersebut dibedakan dan tidak disamaratakan. Pembedaan tersebut 

disesuaikan dengan kontribusi dan pengorbanan masing-masing 

golongan sahabat untuk Negara. 

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat. 

Umar Bin Khattab pernah berkata: ”Aku sungguh sangat 

menginginkan untuk tidak membiarkan suatu kebutuhan masyarakat 

kecuali menutupinya”. Abu Dzar al-Ghiffari menyatakan. “aku heran 

dengan orang yang tidak memiliki makanan dirumahnya.” Imam 

Syafi’i juga pernah berkata: “Sesungguhnya orang-orang yang fakir 

memiliki hak atas harta, sehingga boleh jadi harta itu menjadi milik 

antara orang yang memilikinya dan si fakir”. Mengenai anggaran 

daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakt, Al-Fanjari 

mencatat bahwa zakat adalah institusi jaminan sosial dalam Islam, 

karenanya Islam tidak hanya menyeru umatnya melaksanakan 

jaminan sosial, namun sejak 14 abad yang lalu sudah mendidirkan 

institusi zakat yang menangani masalah tersebut. Karena peranan 

zakat adalah menjamin kehidupan yang layak untuk setiap masyakat. 

4. Proyek Infrastruktur. 

Abu Yusuf menyarankan agar harta yang dikeluarkan dari baitul 

mal, selain pengeluaran tetap dan bermanfaat bagi rakyat, juga harus 
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memiliki nilai tambah berupa penerimaan pajak yang lebih banyak. 

Hal ini ditulis oleh Abu Yusuf bahwa daerah bertanggng jawab 

membiayai infrastruktur, seperti perawatan sungai dan pengalirannya, 

agar irigasinya lancar sehingga hasil pertanian pun lebih melimpah. 

5. Mustahik Zakat. 

Menurut Asy-Syayiji menjelaskan bahwa pendapatan khusu 

dalam Islam dialokasikan secara khusus untuk golongan tertentu 

sesuai yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadits ialah harta yang 

diperbolehkan dari zakat selain seperlima ghoimmah. Islam tidak 

membiarkan alokasi sumber pendapatan yang begitu besar ini, 

diserahkan kepada siapapun. Namun demikian, yang mengatur 

alokasinya secara langsung adalah Allah Swt. Allah membatasi 

alokasi untuk golongan tertentu yang disebutkan dalam surat At-

Taubah ayat 60 yang tidak mengikut sertakan yang lainnya selain 

Allah sebutkan tersebut. 

                  

                   

               

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang 
sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
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Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”14 (Q.S At-
Taubah: 60) 

 
Menurut Umar Chapra prinsip-prinsip pengeluaran ada enam 

prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan 

konsisten mengenai belanja publik, yaitu: 15 

a) Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk 

kemaslahatan masyarakat. 

b) Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan 

daripada penyediaan rasa tentram. 

c) Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan 

daripada kepentingan minoritas yang lebih sedikit. 

d) Pengorbanan individu dapat dilkukan untuk menyelamatkan 

pengorbanan atau kerugian publik. 

e) Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya. 

f) Sesuatu dimana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat 

dipenuhi, maka suatu itu hukumnya wajib. 

Umar bin Khattab memiliki kebijakan dalam lembaga baitul 

maal di antaranya adalah dengan mengklasikfikasikan sumber 

pendapatan negara menjadi empat, yaitu:16  

 

                                                             
14 Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Pustaka Agung Harapan)   
15

 Umar Chapra. Islam dan Tantangan Ekononomi (Jakarta: Gema Insani, 2000), 225. 
16 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 

74 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

43 
 

 

1. Pendapatan zakat dan ‘ushr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat 

lokal dan terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul 

maal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang telah 

ditentukan dalam al-Qur’an.  

2. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan 

kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka 

tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. 

3. Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ‘ushr, dan sewa tanah. Pendapatan ini 

digunakan untuk membayar dana pension dan dana bantuan serta 

untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, 

dan sebagainya. 

4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para 

pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. 

5. Kinerja Keuangan Daerah dalam Perspektif Islam 

Menurut Huda dalam konsep Ekonomi Islam, belanja Negara harus 

sesuai dengan syari’iyyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama 

terdahulu memberikan kaidah umum yang disyariatkan dalam Al-Qur’an 

dan As-Sunnah dalam memadu kebijakan belanja pemerintah yang 

tentunya sesuai dengan maqashid syar’i. kaidah-kaidah tersebut sebagai 

berikut:17 

a. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintah harus 

senantiasa mengikuti kaidah maslahah. 

                                                             
17

 Huda, Nurul dkk. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. (Jakarta: Kencana, 
2012), 188. 
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b. Menghindari masyaqoh, yang menurut arti bahasa adalah at-ta’ab, 

yaitu kelelahan, kepayan, kesulitan dan kesukaran 

c. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat 

skala besar. 

d. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi 

menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. 

e. Kaidah “al-ghunmu bil ghunmi”, yaitu kaidah yang menyatakan 

bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. 

f. Kaidah”ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib”, yaitu kaidah 

yang menyatakan bahwa; “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan 

tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, 

maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib 

hukumnya. 

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan 

efektivitas dan efisiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dapat 

tercapai. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam sebagai berikut: 

a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. 

b. Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan. 

c. Pengeluaran pemerintah yang mengarah pada semakin bertambahnya 

permintaan efektif. 

d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. 

e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat investasi dengan 

kebijakan investasi pasar. 
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Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi 

syari’ah dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut: 18 

a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah rutin. 

b. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh 

masyarakat berikut sistem pendanaannya. 

Adapun kaidah syari’ah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan 

operasional pemerintah yang rutin menurut Huda mengacu pada kaidah-

kaidah yang telah disebutkan diatas, secara lebih terinci pembelanjaan 

negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini:19 

a. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat 

umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau 

kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pemerintah. 

b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan 

sebanyak mungkin manfaat dalam biaya semurah-murahnya, dengan 

sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir di samping alokasinya 

pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syari’ah. 

c. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam 

pembelanjaannya, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok 

miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang shahih 

seperti pada kausu “al-hima” yaitu tanah yang diblokir oleh 

pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum. 

Ketika Rasulullah mengkhususkan tanah untuk pengembalaan ternak 

                                                             
18Ibid, 192 
19 Ibid, 195 
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kaum dhuafa, Rasulullah melarang ternak-ternak milik para aghinya 

atau orang kaya yang mengembala di sana. Bahkan Umar berkata: 

“hati-hati jangan sampai ternak Abdurrahman bin Auf mendekati 

lahan pengembalaan kaun dhuafa”. 

d.  Kiadah atau prinsip komitmen dengan aturan syari’ah, maka alokasi 

belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi 

yang haram. 

e. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syari’ah, di mulai 

dari yang wajib, sunnah dan mubah. 

Adapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila 

sumber dananya tersedia, mencangkup pengadaan infrastruktur air, listrik, 

kesehatan, pendidikan dan sejenisnya. Selanjutnya adalah belanja umum 

yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut 

sistem pendanaannya. Bentuk belanja seperti ini biasanya melalui 

mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai 

dengan konsep syari’ah yang memihak kepada kaum fuqara dalam hal 

kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. 

Tetapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut 

mencapai tujuannya. Konsep tersebut di antara adalah dengan penentuan 

subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh 

orang kaya, atau subsidi dalam bentuk bantuan langsung. 
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C. Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan sekaligus 

memberi kebebesaan daerah otonom untuk mengelola kekayaannya sendiri 

demi menyukseskan program kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu hal penting dari 

keberhasilan otonomi daerah adalah kondisi keuangan pemerintah daerah 

yang merupakan alat terpenting dalam pelaksanaan program kerja.  

Kinerja keuangan daerah menurut Abdul Halim merupakan salah 

satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah 

UU. No. 32 Tahun 2004 

Tentang Otonomi Daerah 

Kinerja Keuangan Daerah 

Rasio Keuangan 

Rasio  

Kemandirian 

Rasio  

Efektivitas 

Rasio  

Efisiensi 

Rasio  

Keserasian 

Rasio  

Pertumbuhan 
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dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut 

berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung 

Jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD yang diantaranya 

adalah  rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio 

efisiensi PAD, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian perlu adanya metode atau cara untuk melakukan 

suatu penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.1 

Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan peneliti bahas sesuai dengan 

pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember yaitu terkait dengan metode 

penelitian yang diantaranya; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta 

tahapan penelitian.   

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian 

yang dipilih, yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan 

subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain. Selain 

itu Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan variable lain.2 

                                                             
1 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 2 
2 Sugeng Triswanto, Trik Menulis Skripsi & Menghadapi Presentasi Bebas Stress (Yogyakarta: 

Tugu Publiser, 2010), 34    
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk 

mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Bondowoso  jika dilihat dari 

rasio kemandiriaan, rasio efektivitas dan efesiensi PAD, rasio Keserasian, rasio 

pertumbuhan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jalan Letjen 

Suprapto No. 68 Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 7 Juni 2017 sampai 

dengan 21 Juli 2017  

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah Kabupaten 

Bondowoso yang berasal dari laporan realisasi angaran Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2012 – 2016     

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan 

metode tertentu sesuai dengan tujuan. Adapun metode yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi memiliki arti barang-barang yang tertulis. Dalam 

pelaksanaanya, peneliti melakukan penyelidikan terhadap benda-benda 

tertulis seperti buku, catatan, notulen dan sebagainya.3 

                                                             
3 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),  149 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi 

sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait kinerja keuangan, dan 

pengambilan gambar-gambar yang dianggap perlu dalam penelitian. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.4    

c. Observasi 

Poerlvanto mengatakan observasi merupakan metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung. Dan berupa informasi faktual secara cermat dan terinci 

mengenai keadaan lapangan, kegiatan dan situasi sosial sesuai dengan 

konteks sampai kegiatan-kegiatan terjadi. 

Adapun jenis observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam 

penelitian menggunakan pengamatan sebagai partisipan atau observasi 

partisipan maksudnya peneliti hanya berpartisipasi sepanjang yang 

dibutuhkan dalam penelitian.5  

d. Trianggulasi 

Trianggulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan 

                                                             
4 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 231 
5 Gulo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Grasindo, 2003), 117 
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menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi data secara 

serempak, yang sekaligus menguji kredibilitas data.6 

5. Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan 

kualitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan 

perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, 

disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang 

ada. Penelitian ini mengaanalisis kinerja keuangan pemerintah Bondowoso 

yang dihitung dengan rasio keuangan berasal dari laporan realisasi anggaran 

Kabupaten Bondowoso Tahun 2012–2016. Terdapat beberapa jenis rasio yang 

dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD 

antara lain: 

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)  

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya 

Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang 

berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil 

pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan 

Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. 

                                                             
6 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 241 
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Rumus rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut: 

Dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

2) Rasio Efektivitas  

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. 

Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja 

pemerintah daerah. 

 

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja 

pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan 

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 

di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja 

pemerintahan semakin baik.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah : 

 

 

Rasio E�isiensi =  
Realisasi Belanja Daerah 

Realisasi Pendapatan Daerah
 x 100% 

Rasio Efektivitas =  
Realisasi PAD

Anggaran PAD
 x 100% 

RKKD =
Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer
x100% 
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4) Rasio Keserasian 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal 

secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian yaitu rasio 

belanja operasi dan rasio belanja modal.  

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total 

belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini 

menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja 

daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi 

merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun 

anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya 

rutin atau berulang. Pada umumya proporsi belanja operasi mendominasi 

total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.  

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut : 

 

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal 

merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total 

belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui 

porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk 

belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal 

memberikan manfaat jangka menegah dan panjang juga bersifat rutin. 

Rasio Belanja Operasi =  
Total Belanja Operasi

Total Belanja Daerah
 x 100% 
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Pada umumnya proporsi belanja modal degan belanja daerah adalah antara 

5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

5) Rasio Pertumbuhan. 

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah 

daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, 

kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif 

ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara 

positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi 

pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi 

penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung 

Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut: 

 

6. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yag diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka 

perlu diteliti kredibilitasnya. 

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti 

melakukan pemerikasaan keabsahan data dengan teknik triangulasi. 

r =  
Pendapatan Tahun t − Pendapatan Tahun (t − 1)

Pendapatan Tahun (t − 1)
 

Rasio Belanja Modal =  
Total Belanja Modal

Total Belanja Daerah
 x 100% 
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Trianggulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu. 7 

7. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu: 

a. Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi 

pendahuluan yaitu dengan melihat permasalahan yang perlu untuk diteliti, 

yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bondowoso 

b. Pengembagan desain, dalam tahap ini peneliti membuat gambaran 

mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian. Peneliti dapat 

menemukan sumber data dari buku-buku. Pada tahap ini diakhiri dengan 

pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi   

c. Penelitian sebenarnya, dalam tahap ini peneliti melakukan studi lapangan 

untuk menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini 

dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 

d. Penulisan Laporan, pada tahap ini penulis membuat laporan mengenai hasil 

penelitian yang tertuang dalam skripsi yang kemudian diserahkan pada 

pihak kampus IAIN Jember 

                                                             
7 Ibid, 125 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Kabupaten Bondowoso 

a. Gambaran Umum 

  Wilayah geografis  Kabupaten Bondowoso berada  pada  

113048’10”–113048’26”  Bujur Timur dan 7050’10”–7056’41” 

Lintang Selatan dengan luas  wilayah 1.560,10 km2 atau  3,26% dari  

total luas Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 

kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara administratif dibatasi oleh: 

1) Bagian utara : Kabupaten Situbondo. 

2) Bagian selatan : Kabupaten Jember. 

3) Bagian timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. 

4) Bagian barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo. 

Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 

dibangun atas dasar kondisi dan potensi Kabupaten Bondowoso saat 

ini, dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga 

Tahun 2018. Disamping itu juga memperhatikan visi pembangunan 

jangka panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yang 

menitikberatkan pada agribisnis serta visi pembangunan jangka 

panjang Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten 

Bondowoso adalah: 
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“Terwujudnya Masyarakat Bondowoso Yang Beriman, 

Berdaya, dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”. 

Misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 

adalah: 

1) Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, 

cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat. 

2) Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan 

kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara 

berkesinambungan. 

3) Melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung 

optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing 

tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

4) Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, 

jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif. 

5) Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi 

HAM serta penegakan hukum. 

6) Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur 

dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan 

hidup. 

Sedangkan untuk pembagian wilayah administrasi di Kabupaten 

Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 

1.412 dusun dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan 
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Bondowoso. Sedangkan untuk penduduk Kabupaten per-bulan 

Desember Tahun 2016 mencapai 773.046 jiwa terdiri dari 390.498 

jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 382.548 jiwa berjenis 

kelamin perempuan dengan rasio jenis kelamin (rasio sex) mencapai 

1,02 yang berarti bahwa dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan 

terdapat 100 - 101 jiwa penduduk laki-laki.  

Jumlah populasi penduduk terbanyak mencapai 74.156 jiwa 

(9,59%) berada di Kecamatan Bondowoso dan jumlah populasi 

penduduk terkecil sebanyak 12.471 jiwa (1,61%) berada di Kecamatan 

Ijen.Kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2016, 

berkisar 495,51 jiwa/km2, dengan kepadatan penduduk  tertinggi 

berada di Kecamatan Bondowoso mencapai 3.462 jiwa/km2 sedangkan 

terendah berada di Kecamatan Ijen sebesar 57,42 jiwa/km2. 

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bondowoso 

mencapai 314.178 KK. Jumlah KK terbanyak berada di Kecamatan 

Bondowoso (28.134 KK), sedangkan jumlah rumah tangga terkecil 

berada di Kecamatan Ijen (4.836 KK).  

Sebagian besar penduduk Kabupaten Bondowoso bekerja di 

sektor pertanian yang mencapai 239.739 orang (56,22%). Sedangkan  

perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel mencapai 63.405 

orang (14,87%), jasa kemasyarakatan mencapai 33.164 (3,77%), 

industri pengolahan mencapai 56.408 orang (13,23%), 

bangunan/konstruksi mencapai 19.648 orang (4,61%), pertambangan 
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dan penggalian mencapai 127 orang (0,03%), keuangan, asuransi, 

usaha sewa mencapai 1.973 orang (0,46%), angkutan, penggudangan 

dan komunikasi mencapai 10.613 orang (2,49%), dan  listrik, gas dan 

air mencapai 1.361 orang (0,32%). 

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kabupaten Bondowoso selama 

5 (lima) tahun mengalami fluktuasi dan tekanan sebagaimana terlihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2012-2016 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi Inflasi 

2012 6,09 4,93 

2013 5,81 4,81 

2014 5,05 5,54 

2015 4,95 5,57 

2016 4,93 5,64 

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso  

 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi mulai Tahun 2012 hingga 

Tahun 2015 mengalami perlambatan karena pengaruh ekonomi global 

yang masih belum stabil sehingga memberikan tekanan kepada harga-

harga komoditas, yang berpengaruh kepada nilai produk regional. 

Kondisi perekonomian selama Tahun 2016 masih mengalami tekanan 
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sehingga pertumbuhan ekonomi akan sedikit mengalami penurunan 

pada kisaran 4,93%.   

a. Gambaran pelakasanaan Otonomi Daerah Tahun 2016 

Sebagaimana tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia yang menitih beratkan pada desentrelaisasi fiskal, maka 

setiap daerah diharuskan mengembangankan daerahnya berdasarkan 

potensi riil masing-masing daerah agar dapat meningkatkan PAD 

masing-masing daerah. Untuk menyukseskan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso  terus mengembangkan potensi-potensi yang 

ada dengan tujuan memberikan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu 

berikut gambaran pengembangan Kabupaten Bondowoso berdasarkan 

anggaran Tahun 2016-2017. 

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 merupakan Tahun ketiga 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

periode 2014-2018. Prioritas dan program pembangunan Tahun 2016 

merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang 

telah dilaksanakan pada periode sebelumnya dengan memperhatikan 

potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya 

yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2016 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-

masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya 

peningkatan kesejahteraan rakyat.  
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Tema RKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 

adalah: “Pengembangan Perekonomian Rakyat Melalui 

Peningkatan Agrobisnis, Pariwisata, Daya Saing UMKM, 

Infrastruktur dan Kemandirian Desa”. yang didukung oleh sub 

tema: 

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan dan 

kesehatan 

2. Peningkatan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi 

melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri  

3. Pengembangan pariwisata  

4. Pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya 

saing produk  

5. Pemberdayaan industri dan perdagangan  

6. Penyediaan infrastruktur yang memadai  

7. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup  

8. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran  

9. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur 

b. Gambaran Pengelolaan Keuangan  

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota 

diberikan penambahan pengelolaan jenis pajak namun jumlahnya 

sangat terbatas, sehingga pemerintah kabupaten tidak dimungkinkan 

untuk menambah jenis-jenis pajak baru. Upaya peningkatan 
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penerimaan daerah harus dilakukan melalui upaya intensifikasi yaitu 

suatu upaya dengan menambah subyek dan obyek pajak terhadap pajak 

daerah serta meningkatkan kegiatan penagihan pajak dan melakukan 

inovasi penggalian sumber baru pada sektor non pajak daerah seperti 

retribusi dan lainnya. 

Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: (1). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2). Dana Perimbangan, (3).  Lain-

Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 

Anggaran 2016 ditargetkan mencapai Rp.1.928.701.229.986,80 dan 

terealisasi sebesar Rp.1.863.906.261.971,13 atau mencapai 96,64% 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 

No Uraian 

Tahun 2016 

% 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Pendapatan Daerah 1.928.701.229.986,80 1.863.906.261.971,13 96,64  

2 Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

162.486.518.199,00 177.026.724.742,13 108,95  

3 Dana Perimbangan 1.309.574.195.300,00 1.297.761.524.802,00 99,10  

4 Lain-Lain 

Pendapatan Daerah 

yang Sah 

456.640.516.487,80 389.118.012.427,00 85,21  

Sumber:  BPKAD Kabupaten Bondowoso 
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Dari tabel diatas, rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan 

jenis penerimaan: 

1) PAD terealisasi sebesar Rp.177.026.724.742,13 atau 108,95% dari 

target yang ditetapkan. 

2) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.1.297.761.524.802,- atau 

99,10% dari target yang ditetapkan. 

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar 

Rp.389.118.012.427,- atau 85,21% dari target yang ditetapkan. 

2. Gambaran Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Bondowoso 

a. Dasar Hukum 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso 

Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan urrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah Kabupaten di bidang keuangan. 

b. Visi-Misi 

Berikut visi dan misi BPKAD Kabupaten Bondowoso:  

VISI 

“Institusi yang Tangguh dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Prima dalam Pelayanan” 
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MISI 

1. Meningkatkan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah 

2. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah 

3. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih 

baik 

4. Meningkatkan manajamen asset 

c. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berikut tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bondowoso: 

1. Perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan keuangan daerah 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang pengelolaan keuangan daerah. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan 

daerah. 

4. Perencanaan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD 

5. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah 

6. Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah 

7. Perumusan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah 

8. Perumusan penyajian informasi keuangan daerah 

9. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan, pengawasan serta 

pelaksanaan investasi daerah. 
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10. Perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya      
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d. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bondowoso 
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Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso 
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3. Analisis Data 

Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat 

kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2012-

2016. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja 

keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada penelitian ini 

adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio 

efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.  

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan 

realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 – 2016 

yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Bondowoso. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui kinerja 

keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai tolak ukur 

keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adapun hasil dari analisis 

rasio tersebut adalah : 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang 

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Berikut tabel hasil perhitungan Rasio Kemandirian 

Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016: 
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Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keungan Daerah 

Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 – 2016 

Tahun 
Realisasi PAD 

(Rp) 

Pendapatan Transfer 

(Rp) 
RKKD 

Pola 

Hubungan 

2012 77.846.177.656,73 796.616.595.915,00 9,77% Instruktif 

2013 79.559.722.884,13 1.114.110.761.017,00 7,14% Instruktif 

2014 134.684.701.401,68 979.336.957.137,00 13,75% Instruktif 

2015 158.974.210.144,00 1.051.590.156.581,00 15,11% Instruktif 

2016 177.025.949.242,13 1.297.761.524.802,00 13,64% Instruktif 

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 

Berdasarkan tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, 

dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Bondowoso selalu 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimulai pada  Tahun 2012 

realisasi PAD Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 77.846.177.656,73, 

meningkat 2,20% pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 79.559.722.884,13. 

Kemudian Tahun 2014 realisasi PAD Kabupaten Bondowoso meningkat 

69,28% yaitu sebesar Rp 134.684.701.401,68.  Tahun 2015 realisasi 

PAD Kabupaten Bondowoso meningkat 18,03% yaitu sebesar Rp 

158.974.210.144 dan pada Tahun 2016 kembali meningkat 11,35% atau 

Rp 177.025.949.242,13.  

Kemudian bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan 

keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat selalu 

mengalami peningkatan. Dana transfer Tahun 2012 sebesar Rp 

796.616.595.915, meningkat pada Tahun 2013 sebesar 39,8% atau Rp 
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1.114.110.761.017.  Pada Tahun 2014 dana transfer mengalami 

penurunan sebesar 13,47% atau Rp 979.336.957.137 dan meningkat 

pada Tahun 2015 sebesar 7,34% atau Rp 1.051.590.156.581. Tahun 

2016 kembali  meningkat 23,40% atau Rp 1.297.761.524.802. 

Berikut grafik rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten 

Bondowoso dari Tahun 2012 – 2016. 

 

 

Gambar 4.2 Grafik  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 - 2016 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 
 

Berdasarkan grafik perkembangan rasio kemandirian keuangan 

Kabupaten Bondowoso di atas, rata-rata rasio kemandirian keuangan 

dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 11,88%, dimana pada 

Tahun 2012 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso adalah 

sebesar 9,77 % dan termasuk pola hubungan instruktif karena berada di 

antara 0% - 25%. Kemudian pada Tahun 2013 rasio kemandirian 

keuangan Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan yaitu sebesar 

7,14 % dan masih termasuk pola hubungan instruktif karena berada di 
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antara 0% - 25%. Pada Tahun 2014 rasio kemandirian keuangan 

Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 13,75 % dan 

masih termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 

25%. Kemudian pada Tahun 2015 rasio kemandirian keuangan 

Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 15,11% dan 

termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. 

Kemudian pada Tahun 2016 rasio kemandirian keuangan daerah 

Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 

yaitu sebesar 13,64% dan termasuk pola hubungan instruktif karena 

berada di antara 0% - 25%. 

Pola hubungan instruktif adalah pola di mana peranan 

pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian keuangan 

pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi 

daerah). 

b. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat 

dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan 

program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap 

pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif 

proses kerja suatu unit organisasi. 

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dikatakan 

efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 

100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja 
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Pemerintah Kabupaten Bondowoso.Berikut tabel hasil perhitungan 

rasio efektivitas PAD  Kabupaten Bondowoso pada tabel 4.4: 

 

Tabel 4.4  Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2012 - 2016 

Tahun 

Anggaran 
Realisasi PAD (Rp) Anggaran PAD (Rp) 

Rasio 

Efektivitas 
Kriteria 

2012 77.846.177.656,73 68.082.147.300,00 114,34  % Efektif 

2013 79.559.722.884,13 77.480.709.250,00 102,68 % Efektif 

2014 134.684.701.401,68 127.504.215.467,00 105,63 % Efektif 

2015 158.974.210.144,00 142.330.598.457,00 111,69 % Efektif 

2016 177.025.949.242,13 162.486.518.199,00 108,94% Efektif 

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 

Berdasarkan perhitungan rasio Efektivitas pada tabel di atas, dapat 

diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 

adalah sebesar Rp 77.846.177.656,73, meningkat 2,20% pada Tahun 

2013 sebesar Rp 79.559.722.884,13. Realisasi PAD kembali meningkat 

69,28% pada Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 134.684.701.401,68. 

Kemudian Tahun 2015 realisasi PAD Kabupaten Bondowoso meningkat 

18,03% sebesar Rp 158.974.210.144 dan pada Tahun 2016 kembali 

meningkat 11,35% yaitu sebesar Rp 177.025.949.242,13.  

Sedangkan untuk anggaran PAD Kabupaten Bondowoso selalu 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Tahun 2012 PAD sebesar 

Rp 68.082.147.300, meningkat pada Tahun 2013 sebesar 13,80% atau 

Rp 77.480.709.250. Tahun 2014 anggaran PAD Kabupaten Bondowoso 

juga mengalami peningkatan sebesar 64,56% atau sebesar Rp 
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127.504.215.467. Kemudian anggaran PAD Tahun 2015 mengalami 

peningkatan sebesar 11,62% atau Rp 142.330.598.457 dan kembali 

meningkat 14,16% pada Tahun 2016 sebesar Rp 162.486.518.199.  

Berikut Grafik perkembangan rasio efektivitas PAD Kabupaten 

Bondowoso dari Tahun 2012 – 2016:  

 

Gambar 4.3  Grafik  Rasio Efektivitas PAD Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2012 - 2016 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 
 

Dapat dilihat pada gambar 4.3 rasio eketivitas PAD di atas, Tahun 
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Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 111,69% dan termasuk 

pada kriteria efektif karena rasio berada di atas 100%. Sedangkan Rasio 

efektivitas pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 108,94% 

yang termasuk pada kriteria efektif karena rasio berada di atas 100%. 

Sehingga, rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Bondowoso  dari Tahun 

2012 sampai 2016 adalah sebesar 108.08%. 

c. Rasio Efisiensi  

Pengukuran rasio efisiensi keuangan daerah dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input 

yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien 

apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan 

penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin. Melalui 

analisis efisiensi dapat diketahui seberapa besar tingkat efisiensi belanja 

daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso.  

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dikatakan 

efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah kurang dari 

100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso. Berikut perhitungan hasil 

rasio efisiensi Keuangan Kabupaten Bondowoso pada tabel 4.5: 

 

 

 

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2012 - 2016 
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Tahun  
Realisasi Belanja 

Daerah (Rp) 

Realisasi Pendapatan 

Daerah (Rp) 

Rasio 

Efisiensi 
Kriteria 

2012 1.074.126.371.921,77 1.073.390.149.430,73 100,06 % Tidak 

efisien 

2013 1.266.305.195.495, 25 1.266.838.948.992,13 99,95 % Efisien 

2014 1.471.104.168.997,53 1.534.483.291.016,68 95,86 % Efisien 

2015 1.776.098.167.420,67 1.800.277.754.980,00 98,65 % Efisien 

2016 1.992.640.093.664,82 1.945.061.615.767,86 102,44 % Tidak 

efisien 

Sumber data: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 

 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di atas, dapat  diketahui bahwa 

realisasi belanja daerah Kabupaten Bondowoso terus mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun. Tahun 2012 realisasi belanja daerah Kabupaten 

Bondowoso sebesar Rp 1.074.126.371.921,77 dan meningkat 17,90% 

pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.266.305.195.495,25. Tahun 2014 

kembali meningkat 16,17% yaitu sebesar Rp 1.471.104.168.997,53 dan 

terus meningkat pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing-masing 

sebesar Rp 1.776.098.167.402,67 dan Rp 1.992.640.093.664,82. 

Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah Kabupaten 

Bondowoso juga terus mengalami kenaikan. Realisasi pendapatan 

daerah Tahun 2012 sebesar Rp 1.073.390.149.430,73, naik 18,02% pada 

Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.266.838.948.992,13. Realisasi 

pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 kembali 

meningkat 21,12% yaitu Rp 1.534.483.291.061,68. Begitu pun pada 

Tahun 2015 dan 2016 kembali meningkat 17, 32% dan 8,04% masing 

sebesar Rp 1800.277.754.980,00 dan Rp 1.945.061.615.767,86. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

76 
 

 

Berikut grafik pertumbuhan rasio efisiensi Kabupaten Bondowoso 

dari Tahun 2012 sampai 2016: 

 

Gambar 4.4 Grafik Rasio Efisiensi Keungan Daerah Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2012 – 2016 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 
 
 

Berdasarkan grafik pertumbuhan rasio efisiensi di atas. Dapat 

dilihat bahwa rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten 

Bondowoso dari Tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 99,39% yang 

secara rata-rata termasuk kriteria efisien karena berada di bawah 100%. 

Rasio efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso paling baik terjadi pada 
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Tahun 2016 sebesar 102,44%. Rasio efisiensi Tahun 2012 adalah 

sebesar 100,06% yang termasuk kriteria tidak efisien karena berada di 

atas 100%. Tahun 2013 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 

99,95% yang termasuk dalam kriteria efisien  karena berada di bawah 

100%. Tahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 95,86% 

yang termasuk dalam kriteria efisien  karena berada di bawah 100%. 
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Tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 98,65% yang 

termasuk dalam kriteria efisien  karena berada di bawah 100%. 

Sedangkan Tahun 2016 rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 

102,44% yang termasuk dalam kriteria tidak efisien  karena berada di 

atas 100%. 

d. Rasio Keserasian 

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja 

modal secara optimal. 

1) Rasio Belanja Operasi 

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total 

belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini 

menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja 

daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi 

merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu 

tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal 

tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumya proporsi belanja 

operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60% - 90%. 

Berikut tabel hasil perhitungan rasio belanja operasi  Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2012 – 2016 pada tabel 4.6: 

 
Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2012 - 2016 

Tahun Total Belanja Operasi Total Belanja Daerah Rasio Belanja 
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Anggaran (Rp) (Rp) Operasi 

2012 675.963.349.693,62 1.074.126.371.921,77 62,93% 

2013 1.014.550.391.724,25 1.266.305.195.495,25 80,11% 

2014 833.125.691.307,00 1.471.104.168.997,53 56,63% 

2015 960.613.433.768,75 1.776.098.167.402,67 54,08% 

2016 1.075.171.144.085,94 1.992.640.093.664,82 53,95% 

Sumber data: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 

 

Berdasarkan tabel perhitungan rasio belanja operasi di atas, total 

belanja daerah pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2012 total belanja daerah 

Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 1.074.126.371.921,77 dan meningkat 

17,90% pada Tahun 2013 sebesar Rp 1.266.305.195.495,25. Tahun 2014 

kembali meningkat 16,17% yaitu sebesar Rp 1.471.104.168.997,53 dan 

terus meningkat 20,73% pada Tahun 2015 dan meningkat 12,19% pada 

Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp 1.776.098.167.402,67 dan Rp 

1.992.640.093.664,82. 

Total Belanja Operasi daerah Kabupaten Bondowoso yang terdiri 

atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan 

belanja bantuan belanja operasi. Total belanja operasi Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2012 adalah sebesar Rp 675.963.349.693,62 dan 

meningkat 50,08 % pada Tahun 2013 sebesar Rp 1.014.550.391.724,25. 

Sedangkan untuk Tahun 2014 belanja operasi pemerintah Kabupaten 

Bondowoso menurun 17,89% atau sebesar Rp 833.125.691.307, kembali 

meningkat 15,30% pada Tahun 2015 sebesar Rp 960.613.433.768,75 
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dan meningkat 11,92% pada Tahun 2016 atau sebesar Rp 

1.075.171.144.085,94. 

Berikut grafik rasio belanja operasi Kabupaten Bondowoso dari 

Tahun 2012 – 2016 pada gambar 4.5: 

Gambar 4.5 Grafik Rasio Belanja Operasi Tahun 2012-2016  

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 

Dapat dilihat pada grafik rasio belanja operasi di atas, bahwa 

rata-rata rasio belanja operasi selama lima tahun sebesar 61,54%. 

Rasio belanja operasi Tahun 2012 sebesar 62,93% dalam keadaan 

cukup baik karena masih berada di antara 60% - 90%. Tahun 2013 

rasio belanja operasi meningkat menjadi 80,11% yang termasuk 

dalam keadaan cukup baik karena masih berada di antara 60% - 

90%. Tahun 2014 sampai 2016 rasio belanja operasi sebesar 56,63%, 

54,08%, 53,95% dalam keadaan kurang baik karena berada dibawah 

60%. 
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Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total 

realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal 

memberikan manfaat jangka menegah dan panjang juga bersifat 

rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah 

adalah antara 5-20%. Berikut tabel hasil perhitungan belanja modal 

Kaupaten Bondowoso Tahun 2012-2016: 

 

Tabel 4.7. Rasio Belanja Modal Kabupaten Bondowoso  Tahun 2012 -

2016 

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja Operasi 

(Rp) 

Total Belanja Daerah 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Operasi 

2012 210.559.590.951,00 1.074.126.371.921,77 19,60% 

2013 251.144.647.576,00 1.266.305.195.495,25 19,83% 

2014 311.495.490.129,00 1.471.104.168.997,53 21,17% 

2015 404.576.533.409,39 1.776.098.167.402,67 22,77% 

2016 425.425.089.820,17 1.992.640.093.664,82 21,34% 

Sumber data: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 

Belanja modal Kabupaten Bondowoso yang terdiri atas: belanja 

tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, 

belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.  

Belanja modal Tahun 2012 sebesar Rp 210.559.590.951, 

meningkat 19,27% pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 

251.144.647.576. Tahun 2014 belanja modal kembali meningkat 

24,03% yaitu sebesar Rp  311.495.490.129 dan terus meningkat pada 
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Tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 

404.576.533.409,39 dan Rp 425.425.089.820,11. 

Berikut grafik perkembangan rasio belanja modal Kabupaten 

Bondowoso dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016: 

 

Gambar 4.6 Grafik Rasio Belanja Modal Tahun 2012-2016  

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 
 

Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa rata-rata rasi belanja 
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terus mengalami kenaikan dari Tahun 2012 sampai Tahun 2015, dan 
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Tahun 2015 rasio meningkat menjadi 22,77% dalam keadaan cukup 
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baik karena berada di atas 20%. 22,77%. Tahun 2016  mengalami 

penurunan menjadi 21,34% dalam keadaan cukup baik karena 

proporsinya berada di atas 20%. 

Melalui analisis rasio modal Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso dapat mengetahui seberapa besar pengeluaran yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso guna untuk 

membiayai modal pembangunan dalam menjalankan kegiatan 

pengelolaan di Kabupaten Bondowoso.  

e. Rasio Pertumbuhan 

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah 

pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama 

periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan 

secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan 

pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. 

Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan 

menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. 

Berikut tabel hasil perhitungan rasio pertumbuhan pada tabel 4.8: 

 

Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 - 2016 

Tahun Pendapatan Awal (Rp) Pendapatan Akhir (Rp) 
Pertumbuhan 

Pendapatan 

2012 0 1.073.390.149.430,73 0% 

2013 1.073.390.149.430,73 1.266.838.948.992,13 18.02% 
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2014 1.266.838.948.992,13 1.534.483.291.061,68 21,12% 

2015 1.534.483.291.061,68 1.800.277.754.980,00 17,32% 

2016 1.800.277.754.980,00 1.945.061.615.767,86 8,04% 

Sumber data: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan pada tabel 4.8 di atas, 

dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah Kabupaten 

Bondowoso dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pendapatan daerah 

pada Tahun 2012 sebesar Rp 1.073.390.149.430,73, naik pada Tahun 2013 

sebesar Rp 1.266.838.948.992,13. Tahun 2014 kembali mengalami kenaikan 

sebesar Rp 1.534.483.291.061,68 dan terus mengalami kenaikan pada Tahun 

2015, 2016 masing-masing sebesar Rp 1.800.277.754.980,00 dan Rp 

1.945.061.615.767,86. 

Berikut grafik perkembangan rasio pertumbuhan pendapatan 

Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. 

 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan 

Tahun 2012-2016   



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

84 
 

 

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah) 
 

 Jika dilihat dari kenaikan pendapatan total dari Tahun 2012 sampai 

Tahun 2016, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan 

Kabupaten Bondowoso terus mengalami kenaikan secara positif dan negatif. 

Tahun 2012 sampai 2014 rasio pertumbuhan terus mengalami peningkatan 

secara positif namun pertumbuhan tersebut mengalami penurunan secara 

negatif pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Tahun 2013 rasio pertumbuhan 

pendapatan sebesar 18,03%, Tahun 2014 rasio pertumbuhan pendapatan 

mengalami peningkatan sebesar 21,13%, Tahun 2015 rasio pertumbuhan 

pendapatan mengalami penurunan sebesar 17,32% dan Tahun 2016 terus 

mengalami kembali mengalami penurunan sebesar 8,04%. 

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui apakah pemerintah 

daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode 

anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara 

positif atau negatif. 
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1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 

kenaikan ataupun penurunan rasio keuangan, hal ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Rasio Kemandirian 

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai Tahun 

2016, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian mengalami 

penurunan pada tahun 2013, meningkat pada Tahun 2014, 2015 dan 

kembali menurun pada Tahun 2016.  

Tahun 2012 rasio kemandirian keuangan Kabupaten 

Bondowoso adalah sebesar 9,77% dan termasuk pola hubungan 

instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Kemudian pada Tahun 

2013 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso 

mengalami penurunan yaitu sebesar 7,14 % dan masih termasuk 

pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Pada 

Tahun 2014 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso 

mengalami peningkatan sebesar 13,75 % dan masih termasuk pola 

hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Kemudian 

pada Tahun 2015 rasio kemandirian keuangan Kabupaten 

Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 15,11% dan termasuk 

pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. 

Kemudian pada Tahun 2016 rasio kemandirian keuangan daerah 

Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan dari tahun 
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sebelumnya, yaitu sebesar 13,64% dan termasuk pola hubungan 

instruktif karena berada di antara 0% - 25%. 

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio 

kemandirian keuangan daerah selama lima tahun pada Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso memiliki rata-rata kemandiriannya masih 

tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan 

instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan 

dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari rasio 

kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0%-

25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan 

kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso dalam 

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah 

masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.  

Jadi kemandirian keuangan Kabupaten  Bondowoso secara 

keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini 

menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten 

Bondowoso terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. 

Kabupaten Bondowoso belum mampu mengoptimalkan PAD 

untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan 

partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga 

salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso belum bisa dapat diandalkan untuk 

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain 
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itu, juga dikarenakan adanya perbedaan yang begitu jauh antara 

PAD Kabupaten Bondowoso daripada besarnya dana transfer dari 

pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso harus mampu mengoptimalkan penerimaan 

dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan 

pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat diperlukan dalam upaya 

meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. 

b. Rasio Efektivitas PAD 

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten 

Bondowoso dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 mengalami 

pertumbuhan naik turun namun sudah termasuk pada kriteria efektif 

karena berada di atas 100%. Rasio efektivitas PAD   Tahun 2012 

adalah sebesar 114, 34%, menurun pada  Tahun 2013 sebesar 

102,68%, Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 105,63%, 

Tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 111,69% dan 

Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 108,94% sehingga rata-

rata rasio efektivitas sebesar 108,08%.  

Efektivitas PAD Kabupaten Bondowoso selama lima tahun 

tersebut sudah berjalan efektif karena perhitungan rasio 

efektivitasnya sudah di atas 100%, walaupun rasio efektivitas PAD 

mengalami penurunan setelah tahun 2012. Faktor penyebab 

efektifnya PAD Kabupaten Bondowoso dikarenakan PAD 

Kabupaten Bondowoso sudah di atas dari yang dianggarkan 
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sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga dapat 

dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan 

PAD yang telah direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan 

hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso harus terus 

mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah 

ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso harus mencari alternatif-alternatif yang 

memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya 

dan menambah jenis pajak baru di Kabupaten Bondowoso misalnya 

jenis pajak dalam sektor pariwisata baru. Hal ini memerlukan 

kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan Kabupaten Bondowoso 

untuk mencari sumber-sumber bembiayaan baru baik melalui 

program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga 

program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD yang 

didirikan berdasarkan sektor potensial di Kabupaten Bondowoso.   

 

 

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan Kabupaten 

Bondowoso, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah 

Kabupaten Bondowoso mengalami perkembangan secara fluktuatif. 

Tahun 2012 dan 2016 termasuk tidak efisien sedangkan Tahun 
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2013, 2014 dan 2015 sudah efisien.  Rasio efisiensi keuangan 

Kabupaten Bondowoso paling baik terjadi pada Tahun 2014 yaitu 

sebesar 95,86% dan yang paling buruk terjadi pada Tahun 2016 

sebesar 104,44%. sehingga rata-rata rasio efisiensi keuangan dari 

Tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 99,39% yang secara secara 

keseluruhan termasuk kriteria efisien karena berada di bawah 100% 

Tahun 2012 rasio efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso 

adalah sebesar 100,06% termasuk tidak efisien karena rasio berada 

di atas 100%. Tahun 2013 rasio menurun sebesar 99,95% termasuk 

kriteria efisien karena berada di bawah 100%. Tahun 2014 rasio 

menurun sebesar 95,86% dan masih termasuk kriteria efisien karena 

berada di bawah 100%. Kemudian meningkat pada Tahun 2015 

sebesar 98,65% dan termasuk kriteria efisien karena berada di 

bawah 100%. Tahun 2016 rasio efesiensi sebesar 102,44% dan 

termasuk kriteria tidak efisien karena berada di atas 100%.  

Faktor penyebab tidak efisiennya keuangan Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2012 dan 2016 dikarenakan belanja daerah 

berada di atas pendapatan daerah. Sedangkan rasio Tahun 2013, 

2014 dan 2015 sudah efisien dikarenakan belanja daerah berada di 

bawah pendapatan daerah.   

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso 

tergolong Efisien karena rata-rata rasionya sebesar 99,39% berada 

di bawah 100% walaupun masih belum stabil dari tahun ke tahun. 
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Meskipun rata-rata rasio efisiensinya sudah efisien, biaya yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk 

memperoleh pendapatannya masih cukup besar, karena nilai dari 

efisiennya pengeluaran adalah dengan melakukan pengeluaran 

seminimal mungkin dengan mendaptkan pendapatan semaksimal 

mungkin. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso dalam hal ini masih baik karena belum dapat menekan 

jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat meminimalisir jumlah 

belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga 

kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah. 

d. Rasio Keserasian 

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian yang terdiri dari 

rasio belanja operasi dan belanja modal Kabupaten Bondowoso, 

rasio belanja operasi selalu terjadi penurunan dari tahun ke tahun, 

Tahun 2012 sebesar 62,93%, meningkat pada Tahun 2013 menjadi 

80,11%, Tahun 2014 menurun sebesar 56,63%, Tahun 2015 

kembali menurun menjadi 54,08% dan kembali menurun pada 

Tahun 2016 menjadi 53,95% dan rata-ratanya adalah sebesar 

61,54%. Rasio belanja operasi Tahun 2012 dan 2013 bisa dikatakan 

sudak baik karena masih berada pada interval 60% - 90%. Namun 

untuk Tahun 2014, 2015, 2016 bisa dikatakan kurang baik karena 

berada di bawah 60%. 
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Sedangkan untuk rasio belanja modal selalu meningkat 

selama lima tahun, Tahun 2012 sebesar 19,60%, Tahun 2013 

meningkat sebesar 21,17%, Tahun 2014 kembali meningkat sebesar 

21,17%, Tahun 2015 kembali meningkat 22,77% dan Tahun 2016 

menurun sebesar 21,34% dan rata-ratanya sebesar 20,94%. Rasio 

belanja modal selama lima tahun tersebut sudah dikatakan baik 

karena masih berada pada interval 5% sampai 20% bahkan melebihi 

untuk Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016. 

Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Bondowoso untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 masih 

dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam 

pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan 

untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut. 

Menurut uraian dan perhitungan rasio keserasian, sebagian 

besar dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bondowoso masih 

diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi yang terdiri dari; 

belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi dan 

belanja hibah. Sedangkan untuk belanja modal yang terdiri dari 

belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan 

gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan masih relatif kecil dari 

pada rasio belanja operasi. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio 

belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata 
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rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi 

terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja 

pegawai. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso yang lebih condong pada pengeluaran-

pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan 

belum memperhatikan pembangunan daerah dalam belanja modal. 

Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja 

modal, sehingga dari patokan tersebut pemerintah daerah masih 

berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang 

mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso diharapkan lebih 

memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dalam arti harus ada 

keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, belanja 

modal yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena 

pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik 

sehinga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik. 

e. Rasio Pertumbuhan 

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan, dapat diketahui 

bahwa selalu terjadi kenaikan total pendapatan daerah Kabupaten 

Bondowoso. Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso yang terdiri 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer yang 

berasal dari pemerintah pusat, dan pendapatan lain-lain yang sah.    
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Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 

sampai dengan Tahun 2016 terus mengalami peningkatan, 

walaupun proporsi terbesar adalah pendapatan dari dana transfer 

dari pada PAD. Jika dilihat dari kenaikan pendapatan total dari 

Tahun 2012 sampai Tahun 2016, dapat diketahui bahwa rasio 

pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bondowoso terus mengalami 

kenaikan secara positif dan negatif. Tahun 2012, 2013 dan 2014 

rasio pertumbuhan terus mengalami peningkatan secara positif 

namun pertumbuhan tersebut mengalami penurunan secara negatif 

pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Tahun 2013 rasio pertumbuhan 

pendapatan sebesar 18,03%, Tahun 2014 rasio pertumbuhan 

pendapatan mengalami peningkatan sebesar 21,13%, Tahun 2015 

rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan sebesar 

17,32% dan Tahun 2016 terus mengalami kembali mengalami 

penurunan sebesar 8,04%. 

Upaya pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk selalu 

meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil 

meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari 

bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan 

bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat 

dan optimal lagi maka seharusnya pemerintah Kabupaten 

Bondowoso selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari 

sektor PAD. 
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2. Untuk mengetahui KinerjaKeuangan Kabupaten Bondowoso di tinjau 

dari sudut Islam, hal itu akan dijelaskan sebagai berikut: 

Jika dilihat dari kaidah maslahah, sebagaimana yang telah di jelaskan 

dari pengeluaran APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 sampai 2016, 

porsi belanja daerah dari perhitungan rutin dan pembangunan, semakin 

menunjukkan komposisi yang proporsional dari tahun ke tahun. Jika dilihat 

dari segi belanja bidang, terjadi proporsi untuk bidang pendidikan jauh 

lebih besar dari bidang lain. Apabila hal tersebut memang menjadi prioritas 

menurut perhitungan pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka hal tersebut 

memang untuk kemaslahatan umum. Namun apabila hal tersebut sampai 

menyebabkan terjadinya penurunan di sektor lain semisal peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama malah 

dikesampingkan, maka hal tersebut tidak memenuhi kaidah maslahah, 

karena dalam kaidah maslahah, sebisa mungkin semua pihak terkena 

manfaat. 

Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Rofiana Ulfa   

mengungkapkan bahwa sektor pendidikan merupakan hal yang utama dari 

APBD, sebab pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus 

diprioritaskan. 

“Porsi Anggaran Kabupaten Bondowoso yang terbesar tiap Tahun 
adalah pendidikan. Untuk tahun ini proporsi anggaran bidang 
pendidikan meningkat 35,5% seiring dengan meningkatnya 
kemampuan anggaran dari tahun sebelumnya. Anggaran tersebut 
sudah termasuk tunjangan sertifikasi guru. Namun 
permasalahannya adalah banyaknya PNS dimana di dominasi oleh 
guru, semakin membengkak tiap tahun, hal ini membuat membuat 
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anggaran terbebani, maka dari itu Pemkab Bondowoso berupaya 
dengan melakukan renumerasi PNS setiap tahun” (Wawancara, 11 
juli 2017)  

Kemudian untuk kaidah menghindari masyaqoh dalam arti 

menghindari kesulitan.  Proporsi dana transfer yang lumayan besar 

digunakan untuk membiayai sebagian besar Belanja Daerah yang tidak di 

mampu ditanggung oleh PAD saja, sehingga dengan ini dapat meringankan 

anggaran Kabupaten Bondowoso dalam menentukan proporsi belanja 

daerah. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan kaidah. Sebagaimana yang 

telah di sampaikan oleh Rofiana Ulfa sebagai berikut: 

“Untuk menghindari kesulitan kami dalam memenuhi belanja 
daerah, sementara ini kami masih bergantung pada pendapatan 
transfer dari pemerintah pusat, sebab jika hanya bergantung pada 
PAD saja dalam memenuhi belanja daerah baik belanja rutin 
maupun belanja modal, maka tidak akan mampu menutupi semua 
kebutuhan. Sementara ini proporsi pendapatan total daerah yang 
tercatat di BPKAD Bondowoso paling besar berasal dari proporsi 
dana transfer yaitu sebanyak 1,3 trilun dari total pendapatan 
daerah sebanyak 1,9 triliun rupiah. Kami masih belum bisa 
mengandalkan PAD untuk memenuhi semua belanja daerah, 
sebab PAD sebagian besar masih berasal dari pajak dan retribusi 
saja, belum mengarah pada BUMD secara maksimal” 
(Wawancara, 11 Juli 2017)  

Untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang mengkesampingkan 

prioritas, dana belanja untuk sektor-sektor yang peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, sebenarnya hal itu sudah sudah menjadi ketentuan dari 

pemerintah daerah di mana dalam hal ini sudah menjadi ketentuan dari 

Pemerintah Bondowoso, hal ini Bupati mempunyai pertimbangan 

tersendiri. Sehingga jika dinilai dari kaidah boleh adanya mudarat individu 

demi menghindari mudarat skala besar. 
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Lalu untuk kaidah al-ghunmu bil ghunmi, yaitu kaidah yang 

menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung 

beban. Pemerintah Bondowoso sudah mendapat konsekuensi pola 

hubungan instruktif dari pemerintah pusat dikarenakan telah mendapatkan 

dana transfer yang besar, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 

harus mengikuti pusat atau provinsi merupakan hasil dari besarnya Dana 

Transfer yang diterima. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan kaidah 

tersebut. 

 

“Rata-rata seluruh daerah otonom mendapatkan pembebanan yang 
sama dari pemerintah pusat, dimana porsi pendapatan dari dana 
transfer mendominasi dari keseluruhan pendapatan. Misalnya daerah 
otonom mengalami ketidakmampuan keuangan yang begitu akut, 
biasanya akan ada sangsi berupa dilarang mengadakan perekrutan 
CPNS di Kabupaten tersebut. Namun sampai saat ini masih belum 
ada ceritanya daerah yang kena sangsi dari pemerintah pusat” 
(Wawanncara 11 Juli 2017)  
 

Kaidah keempat yang harus dipenuhi, yaitu ma la yatimmu illa bihi 

fahuwa wajib atau hukum wajib dari menegakkan faktor yang menunjang 

hal yang wajib ditegakkan. Dalam hal ini, Kabupaten Bondowoso sudah 

memenuhi penilaian keberhasilan otonomi daerah berdasarkan perhitungan 

rasio keuangan kecuali rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten 

Bondowoso dimana masih bergantung dana dari pemerintah pusat. 

Sehingga, dalam hal ini Pemerintah Bondowoso wajib meneggakkan 

keberhasilan dalam kemandirian keuangan daerah agar dapat menunjang 

keberhasilan otonomi daerah secara kesulurahan. 
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Selanjutnya untuk kaidah menghindari mubazir, keuangan Kabupaten 

Bondowoso bisa dibilang sudah memenuhinya, karena anggaran belanja 

yang disetujui oleh DPRD sudah di anggap proporsional sesuai dengan 

rencana program kerja. Bahkan yang terjadi bahwa total belanja daerah, 

jumlahnya masih di bawah total pendapatan daerah. Hal ini berarti ada sisa 

anggaran yang tidak dipakai, atau anggaran belanja tidak melebihi 

pendapatan. 

Kemudian jika dilihat dari kaidah keberpihakan kepada masyakat 

miskin yang perlu diberdayakan, tentunya Kabupaten Bondowoso sudah 

memenuhinya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibu Rofiana Ulfa 

sebagai berikut: 

 

“Tentunya dari semua anggaran yang kami keluarkan sudah memiliki 
tujuan yang proporsional yaitu mengurangi angka kemiskinan di 
Kabupaten Bondowoso. Hal itu dibuktikan dengan berkurangnya 
angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun. 
Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya 
mengurangi angka kemiskinan tersebut dengan meningkatan kualitas 
pendidikan masyarakat Kabupaten Bondowoso, salah satunya dengan 
pemberian beasiswa tidak mampu kepada mahasiswa sebesar Rp 
3.000.000 setiap tahun. Dan dengan bekerjasama dengan Universitas 
Jember agar mendirikan Kampus di Bondowoso, dan pendirian EDC 
di Kabupaten Bondowoso sebagai pusat pengembangan keilmuan 
yang dikelola langsung oleh Pemkab Bondowoso. Oleh karena itu, 
anggaran pendidikan yang didominasi oleh sertifikasi guru 
diharpakan agar guru di Kabupaten Bondowoso bisa memperbaiki 
kualitas mengajarnya kepada para peserta pendidik”  (Wawancara 11 
Juli 2017) 
 

Adapun untuk kaidah skala prioritas syari’ah yang mendahulukan hal 

yang wajib, kemudian sunnah, baru mubah. Dalam hal ini anggaran 

keuangan Kabupaten Bondowoso sudah memiliki pertimbangan dari setiap 
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proporsi tersendiri. Tentunya APBD yang disetujui oleh DPRD sudah 

melalui mekanisme pembahasan yang panjang, dan tentunya juga 

memberikan porsi belanja yang sudah sesuai dengan kebutuhan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten 

Bondowoso dilihat dari rasio kemandirian masih tergolong rendah sekali 

dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya 

sebesar 11,88%. Rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, karena 

rata-rata efektivitasnya sebesar 108,08%. Rasio efisiensi keuangan daerah 

tergolong efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,50%. Rasio 

keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi 

daerah yaitu rata-rata sebesar 61,54% dibandingkan dengan rata-rata belanja 

modal sebesar 20,45%. Rasio Pertumbuhan pendapatan menunjukkan 

perkembangan yang fluktuatif. 

2. Kemudian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilihat dari 

perspektif ekonomi syari’ah sudah memenuhi semua kaidah menurut 

maqasyid syari’ah. Kaidah-kaidah tersebut di antaranya kaidah maslahah, 

kaidah menghindari masyaqoh dalam arti menghindari kesulitan, kaidah 

kaidah boleh adanya mudarat individu demi menghindari mudarat skala 

besar, kaidah al-ghunmu bil ghunmi, kaidah ma la yatimmu illa bihi fahuwa
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 wajib dan kaidah menghindari mubazir, kaidah keberpihakan kepada 

masyakat miskin dan kaidah skala prioritas syari’ah yang mendahulukan hal 

yang wajib, kemudian sunnah, baru mubah.  

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebaiknya lebih 

difokuskan pada bidang kesejahteraan perekonomian masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Untuk itu pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

perlu untuk menyusun program pembangunan sebagai upaya 

sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan 

masyarakat dan diharapkan dapat membangun daerah bisa terus 

dijalankan dan tidak pernah berhenti karena memberikan harapan 

besar untuk memperluas pembangunan dan menaikkan daya saing 

daerah sehingga dapat meningkatkan IPM.  

b. Dalam peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pajak 

dan retribusi daerah, misalnya pendirian BUMD sektor potensial 

dalam penambahan jenis pajak dengan objek baru, misalnya pendirian 

wisata baru, restoran baru dan sebagainya. Sebenarnya potensi yang 

dimiliki Kabupaten Bondowoso mempunyai dampak yang besar bagi 

masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain: di bidang pertanian 

dan perkebunan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif dan lain-lain. 

Apabila pemerintah Kabupaten Bondowoso mampu memaksimalkan 
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potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling 

dominan  dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. 

c. Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga 

seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. 

Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, 

mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta 

kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peniliti selanjutnya diharapkan untuk menambah lagi jangka 

waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan 

untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 

1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi. 
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Judul Variabel Indikator Sumber data Metode penelitian Fokus masalah 
Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah di 

Kabupaten 

Bondowoso Tahun 

2013 - 2016 

 

 

Kinerja 

Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 

2. Rasio Efektivitas 

PAD 

3.  Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah 

4. Rasio Keserasian 

5. Rasio 

Pertumbuhan 

 

 

 

1. Dokumentasi 

2. Wawancara 

3. Kepustakaan  

1. Pendekatan 

dan jenis 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif dan 

kuantitatif 

deskriptif 

2. Keabsahan 

data: 

Trianggulasi 

Sumber 

1. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan 

otonomi daerah yang diukur dengan 

menggunakan rasio keuangan?  

2. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan 

otonomi daerah ditinjau dari sudut Islam? 
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dan Evaluasi di 

BPKAD 

Bondowoso  
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Hermin Kepala Sub 

Bagian Umum dan 

Kepegawaian, 
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